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Abstract 

The Globalization gave birth to the industrial revolution 4.0 which has an impact on 
digital-based government in Indonesia. Digital Population Identity is a digital 
transformation of public services in the field of population administration guided by 
Minister of Home Affairs Regulation no. 72 of 2022. Implementation of the Digital 
Population Identity policy at the Wonogiri District Department of Population and Civil 
Registration has made various efforts to increase the percentage but has not been able 
to reach the national target of 30%. This study aims to analyze the implementation of 
the Digital Population Identity policy in the Wonogiri District Department of Population 
and Civil Registration and analyze the obstacles faced in implementing the Digital 
Population Identity policy in the Wonogiri District Department of Population and Civil 
Registration. The research uses the policy implementation theory of Donald Van Meter 
and Carel Van Horn. Qualitative research methods. Data comes from literature and field 
studies through observation, interviews and documentation. Research findings show 
that the implementation of Digital Population Identity has not been optimal, seen from 
(1) Qualifications of the Implementer, (2) Equipment/Equipment, (3) Recording and 
Data Collection, (4) Process of implementing Digital Population Identity (1) Human 
Resources, (2) Communication, (3) Characteristics and activities of the implementer, (4) 
socio-political economic conditions, (5) implementor disposition. Research suggestions. 
(1) The Wonogiri Regency Dukcapil Office needs to collect data for villages below the 
national target by optimizing village counters and providing assistance to village 
officials. (2) The Central Java Province needs to collaborate on the use of Digital 
Population Identity in various public services. (3) Wonogiri Regency Dukcapil Office 
needs to discipline staff to be responsive to Digital Population Identity services to 
applicants. 

Keywords: Policy Implementation, Digital Population Identity, Digitalization. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

Abstrak 

Globalisasi melahirkan revolusi industri 4.0 yang berdampak pada pemerintahan 
berbasis digital di Indonesia, Identitas Kependudukan Digital merupakan transformasi 
digital pada pelayanan publik bidang administrasi kependudukan berpedoman pada 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2022. Dalam pengimplementasian 
kebijakan Identitas Kependudukan Digital, Disdukcapil Kabupaten Wonogiri telah 
melakukan berbagai upaya peningkatan persentase namun belum dapat mencapai 
target nasioal 30%. Kajian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Identitas 
Kependudukan Digital di Disdukcapil Kabupaten Wonogiri dan menganalisis hambatan 
yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital di 
Disdukcapil Kabupaten Wonogiri. Penelitian menggunakan teori implementasi 
kebijakan Donald Van Meter dan Carel Van Horn. Metode penelitian kualitatif. Data 
bersumber dari kepustakaan dan studi lapangan melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan implementasi Identitas Kependudukan 
Digital belum maksimal, dilihat dari (1) Kualifikasi Pelaksana, (2) 
Peralatan/Perlengkapan, (3) Pencatatan dan Pendataan, (4) Proses pelaksanaan 
Identitas Kependudukan Digital (1) SDM, (2) Komunikasi, (3) Karakteristik dan 
kegiatan pelaksana, (4) Kondisi ekonomi sosial politik, (5) Disposisi implementor. Saran 
penelitian. (1) Disdukcapil Kabupaten Wonogiri perlu melakukan pendataan untuk 
desa di bawah target nasional dengan mengoptimalkan loket desa serta memberikan 
pendampingan kepada perangkat desa. (2) Pihak Provinsi Jawa Tengah perlu menjalin 
kerjasama pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital di berbagai layanan publik. 
(3) Disdukcapil Kabupaten Wonogiri perlu mendisiplinkan staff untuk responsive 
terhadap pelayanan Identitas Kependudukan Digital kepada pemohon.  

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Identitas Kependudukan Digital, Digitalisasi. 
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